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Berkenaan dengan sumt Persatuan Peranghat Desa Indonesia

(PPDI) Kabupaten Kedii Nomor O VPPDLRORIEZ0M tangaal § Februan

2021 Hal Pamberhentian Perangkat Desa, borsama ini hkami sampaikan

hal-hatl sabagai berhut:

1.

Hal pokok yang disampaikan dalam  surat  tersobut  adalah
permohonan penjelasan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menten Datam
Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Feraturan
Menter Dalam Neged Nomor 83 Tahun 20156 tentang Fanganghatan

dan Pembarhantian Paranghat Desa.

Peraturan Monten Datam Neged Nomor 67 Tahun 2017 Pasal 12 avat
(2) berbunyi “Peranghat Desa sebagaimana dimahksud pada ayat (1)
yang diangkat secam peroadisasi yang telah habis masa tugasava dan
borusia kurang dan 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan

usia 60 (enam puluh) tahun®,

Makna perangkat desa yanq diangkat secara periodisasi sebagaimana
tersebut pada angka 2 adalah perangkat desa yang diangkat sabatum
terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam
hal perangkat desa yang diangkal sebalum terbilnya Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa habis masa tugasnya dan berusia

kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60
(enam puluh) tahun.
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A, Torkoll ponafsltan  "Magn  Jabatan  SK 58 Tahun®, dengan
diterbitkannya Peraturan Mentori Dalam Megerd Nomor 67 Tahun 2017
Pagal 12 ayal (2) makn porangkat dosa yang masa jabatannya surah
diatur datam SK 58 Tahun totap diangkat kemnball sarpai dengan uzia

60 (onam puluh) tahun,

o

Sohubungan dongan Poraturan Daorah Kabupaten Kedid Normaor 6
Tohun 2017 tontang Pongangkatan Dan Pemberhontian Perangkat
Dosa Pasal 36 ayat (1) dan Poraluran Bupali Kediri Noror %1 Tahun
2017 tontang Porubahan Atas Peraturan Bupali Kediri Nomor 9 Tahun
2017 tantang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa
Pasal 21 B, maka parlu dilakukan penyesualan dengan Peraturan
Monteri Dalam Nogeri Nomor 67 Tahun 2017 Pasal 12 ayat (2).

Demikian untuk manjadi perhatian dalam pelaksanaannya.
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Tembusan:

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia danKebudayaan;
Menteri Sekrelaris Negara,

Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan),

Sekrelaris Kabinel;

Kepala Staf Kepresidenan;

Gubernur Jawa Timur; dan

Persaluan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Kediri.
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